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Partisipasi Pemilih Vs
Administrasi Pemilu

DALAM Pilgub Lam-
pung 27 Juni 2018,
diperkirakan terdapat
penambahan pemilih
sampal 242.323 orang,
berdasarkan DP4 tang-
gal 27 November 2017
sebanyak 7.206.982

liskan pemilih potensial
berada pada angka 1,2
juta jiwa. Perbedaan
data dengan perhitung-
an KPU ini membingung-
kan karena mencolok
sekali angka yang di-
hasilkan. Disinyalir, per-

orang. Hasil sinkroni- ® LAMPUNG POST/DOK. bedaan data ini terkait
sasi dengan DPT RobiCahyadi pemilih yang sudah
pemilu terakhir hanya Dosen limu Politik Unila ~ meninggal tapi masih
6.272.300 pemilih. ~tercatat, pemilih yang

Data ini digunakan sebagai data
coklit data pemilih oleh Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
pada 20 Januari—18 Februari 2018.
Dari hasil coklit, DPS berjumlah
5.919.411 pemilih dengan potensial
pemilih 242.323 orang.

Data Disdukcapil Lampung menu-

pindah, atau jumlah pemilih baru
yang belum terekam petugas.
Menurut Disdukcapil, data 1,2 juta
itumasih bisa berkurang jika pemilih
yang belum ber-KTP-el sudah melaku-
kan perekaman atau sudah merekam
tapi belum memiliki KTP-el.
BERSAMBUNG KE Him. 16

ok

Scanned by CamScanner



16 smm 3L 2018

LAMPUNG POST

PINI

Partisipasi Pemilih Vs Administrasi Pemilu

(Sambungan dari Hlm. 1)

ERMASALAHAN administrasi pemilih inf
Pmen;ada ulasan dalam tulisan singkat inj
Bagaimana masalah administrasi menjadi
momok yvang berulang dalam setiap momen
pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah?
Dampak apa yang dihasilkan dari masalah
« administras) ini bagi partisipasi pemilih khusus-
nya di Provinsi Lampung?

Partisipasi Pemilih -

Secara umum, banyak masyarakat pemilih
yang hanya mengetahui bahwa bentuk partisipasi
dalam pemilu hanya menyalurkan hak pilihnya
di ’T’ﬂ dan mengawasi pelaksanaan pemilu, Se-
cara teorets, partsipasi pemilih menurut Prof
Dr Ramlan Surbakt (2014) amat beragam. Guru
besar ilmu politik dari Universitas Airlangga ini
menuliskan ada sembilan bentuk parusipasi.

Pertama, keterlibatan anggota parpol dalam
proses seleksi calon anggota DPR dan DPRD.
Kedua, keterlibatan para aktivis LSM dalam
menyelenggarakan program pendidikan pemilih
(voter's educarion). Ketiga mendukung secara
aknif parpol peserta pemilu atau calon tertentu.

Keempat. mengajak orang lain mendukung
parpolicalon tertentu dan/atau untuk tidak men-
dukung parpol/calon lain dalam pemilu. Kelima,
keteriibatan dalam lembaga pemantau pemilu
yang mendapat akreditasi dari KPU. Keenam, ke-
teriibatan pemilih dalam melakukan pengawasan
atas proses penyelenggaraan tahapan pemilu
(ketentuan admindstrasi pernily, ketentuan pidana
pemdlu, atau kode etik penyelenggara pemilu).

Ketujuh, ikut memilih atau memberikan
suara di TPS pada hari pemungulan suara
{voting turnout). Kedelapan, keterlibatan akuf
lembaga survei untuk melakukan exit poll
Umengajukan pertanyaan kepada pemilih secara
acak segera setelah memberikan suara di TPS)
atau penghitungan cepat (quick counr) atas ha-
sil pemungutan suara di TPS yang jadi sampel.
Bemnuk partisipasi yang kesembilan yairu ke-
terlibatan pekerje media cetak dan elektronika
secara aktif dalam proses peliputsn kegiatan
pemilu dan/atau penulisan dan penylaran berita
tertang kegiatan perofiy (Surbakti; 2014),

Menury? pendapat kolega penulis d) jurusan
Nmu Pemerintahan FISIP Unila, Hertanto
(2017). terdapat lima hambatan pemilih yang
menyebabkan partisipasi dalam memilih men-
jadi berkurang. Pertama. meningkatnys gejala
dan kecenderungan pofitical uniiterary (tidak
melek politik), misal tidak mengetahui cara
kerja demokrasi dan lembaga lembaga politik di
| “kalangan warga negara Kedua, meningkatnys
pohtical aparhies (acuh tidak acuh. tidak pedull,
masa bodoh) yang ditunjukkan oleh sedikitnys
keterlibatan warga negara dalam proses proses
politik dan pemiiu.

Ketign, melemahnya relasl pemilih dengan
partal politik yang ditunjukkan menurunnya ke
percayaan konstituen kepada parpol. Keempnt,
regulast memilih yang makin rumit sehingga
banyak orang tidak dapar memilih karena ber
bagal faktor teknis (151 dalam Husein, 2014y, Ke
lima, meningkatnya golongan putlh (tidak hadir
di'TPS dan sengaja salah memilih sehingga suara
tidak sah) sebagal fenomena protes voting

Penulls berpendapat administrasi pemilih
yang karut-marut dengan perekaman KTP- el
yang bermasalah termasule hambatan keermpat
berdasarkan pendapat Hertanto (2017), Ke-
wiiban KTP-el sebagai syarat dalam mermilih
menutup peluang wargn pemilih yang belum
merekam atau gagal dalam merekam untuk me-
nyalurkan hak politiknya, Bagl pemilih yang ma-
las merekam dengan berbagal alasan, misalnya
tempat yang jauh untuk merekam, kondisi cuaca,
keterbatasan dana, dan faktor lain menyebab-
kan hak pilih mereka hilang dengan kesadaran
sendirf untuk tidak mendaftarkan diri,

Masalah administrasi pemilih yang
sudah berkali-kali menunjukkan
pemerintah dan pihak terkait yang
mengatur masaiah kependudukan,
DPT, dan hak pilih harus terus
belajar dan tidak mengulang
kesalahan yang sama.

Administrasi Pemilu

Ternuan-temunn sebelum Pilkada 2017 yang
lalu berdasarkan rilis Komnas HAM R (2017), ter-
dapat sengkarut pelaksanaan KTP-el yang terjadi
dan Aceh hingga Papua stau hampir di seluruh
wilayah Indonesa. Contoh temuan ditemukan
di Kota Jayapura, Papua (127,000, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat (118 304), Kabupaten Lam-
pung Barat, Lampung (31.000), Klbll’l'ﬂl
Kepulauan Mentawal, Sumatern Barat (1.115);
Kabupaten Banggal Wm
(41 982). dan Jawa Tengah (21.400)

penerbitan surat mmm
nmbulmaulcl\ eas ah sa
penerbitan ran
an kary nluup‘ (K)
negara indonesia
Kasus menarik |

' luber Masalah.

Persoalan 4lﬂkhp) dmm mml! |

media, disernnkan kasus ini aAlsinyalir tak terkai
peristiva pilkada. Apakah henar dergiklan?
Fakia temuan K19l menanjukkan adanyn
Detikad tidak balk dan upaya PETEE AR ik
tdak pldana yang sanga Mmerugkan kepenting
Aan nasional secara luns (Agus Sumoro, 2017)

Dun elemen utama dalam penyelenggaraan
pemila yaltu pemnilu yang lehas (freoe election)
dan permilu yang adil (fdlr election). Pernil
yang adil ditandal dengan dua indikaror atama.
yaltu kehendak masyarakat berupa kehebssan
memilih wakll yang representatif dan kelehay
an menentukan status politike sera jaminan
kehebasan dalam menggunakan hak piiih
nya. Permasaiahan karut-marut K10 ¢l yang
menghilangkan hak politik pemilin dlakibs
kan perekaman yang kacau sudah melanggar
asas pernllu yang adil. Tidak adil hagh pemibih
karena tidak dapat menggunakan hak piliknya
akibat kesalahan administeas) kependudukan
yang bhukan disebabkan oleh kesalahan pemilih
sendirl,

Permilu yang adil merujuke pada pihakepihak
yang dapat diperbolehlan untuk berpartisipas)
dalam pemilu yang menekankan pada prinsip
equal (kesetaraan), universal (berlakn untuk
semua), dan tdak berlaku diskeiminasi. Ke-
slapan dan keslgapan penyelenggara pemilu
dalam pelaksanaan pemiliban, mulal darl tahap
pendataan, fasilitas), logistik, hingga sosialisas)
merupakan aspek dan faktor yang utama dalam
mewujudkan pemily yang adil. Diskriminasi
terhadap perilih dalam hal adsmnistrasd pemilih
khususnya masalah KTP-el haram hukumnya di-
lakukan penyelenggara permilu dan stakeholder
pendukungnya.

Kesetaraan dalam memilih dimaknal dengan
Istilah one person, one vote ‘satu Grang. sati
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